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Jakarta, 22 Maret 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan 

Pendahuluan Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 

MD3) pada Kamis (22/03), pukul. 13.00 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor 

perkara 21/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Agus Mulyono Herlambang. Norma yang 

diujikan berbunyi: 

 Pasal 73 ayat (3) UU No. 2/2018 
“Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali 
berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan 
menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” 

 Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c UU No. 2/2018 
“Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan panggilan paksa serta nama dan alamat setiap 
orang yang dipanggail paksa; 

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat 
domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuji panggilan DPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

 Pasal 122 huruf k UU No. 2/2018 

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan 
Dewan bertugas: 
k. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, 

atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.” 

 Pasal 245 ayat (1) UU No. 2/2018 
“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak 
pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 
harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah 
Kehormatan Dewan.” 

Dalam permohonan tersebut, Pemohon menilai alasan pemanggilan paksa bertentangan 

dengan peran dan fungsi DPR, yaitu memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. 

Pemohon juga beranggapan bahwa langkah hukum yang dapat diambil oleh Mahkamah 

Kehormatan Dewan (MKD) berpotensi membungkam suara rakyat. 

Pemohon beranggapan bahwa jaminan kepastian hukum adalah hak setiap warga negara 

sehingga menurutnya, aturan tentang hak imunitas anggota DPR pada dasarnya 

inkonstitusional. Oleh karena itu, Pemohon meminta penerjemahan dari pasal yang 

mengatur hak imunitas tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan norma tersebut bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa) 
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